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BUPATI WAKATOBI, 
Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat 

(2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur 
Negara clan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 
2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi 
pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan 
Birokrasi, maka dalam rangka mewujudkan 
pelaksanaan kebijakan penyederhanaan birokrasi di 
lingkungan instansi Pemerintah Daerah, perlu 
dilakukan penyederhanaan Kedudukan, Susunan 
Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas 
Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten 
Wakatobi; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan 
Bupati tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja 
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 
Kabupaten Wakatobi; 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang 
Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten 
Wakatobi, dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi 
Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339); 

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang 
Aparatur Sipil Negara {Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 
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tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah 
Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang 
Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara 
Republic Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6402); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 ten tang 
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) 
sebagimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 201 7 
tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2020 Nomor 6477); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 
2015 tentang Pembentukan Produk Hukurn Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 
236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Menteri DaJa.m Negeri 
Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk 
Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2018 Nomor 157); 

10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan. 
Rakyat Republik Indonesia Nomor 32/Pirr/M/2016 
tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah 
yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang 
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Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Wakatobi. 
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara 

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan 
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 

3. Bupati adalah Bupati Wakatobi. 
4. Sek:retaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Wakatobi. 

BABI 
KETENTUAN UMUM 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SUSUNAN ORGANISASI 
DAN TATA KERJA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN 
PERMUKIMAN KABUPATEN WAKATOBI. 

MEMUTUSKAN: 

Peru.mah.an dan Kawasan Permukiman (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1574); 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 
2019 ten tang Klasifikasi, Kodefikasi, dan 
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan 
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2019 Nomor 1447); 

12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 
dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 
tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam 
Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2021 Nomor 525); 

13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 
dan Reformasi Birok:rasi Nomor 25 Tahun 2021 
tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada 
lnstansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 
546); 

14. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
Kabupaten W akatobi (Lembaran Daerah Kabupaten 
Wakatobi Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 
2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah 
Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan 
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wakatobi 
(Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2020 
Nomor 5); 
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Bagian Ketiga 
Tipe Perangkat Daerah 

Pasal 4 

(1) Tipe Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, 
diklasifikasikan atas tipe C. 

Pasal 3 
Nomenkalur Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan 
pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah Dinas Perumahan dan 
Kawasan Permukiman Kabupaten Wakatobi. 

Bagian Kedua 
Nomenklatur Perangkat Daerah 

Pasal 2 
Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang 
perumahan dan kawasan permukiman diwadahi dalam bentuk dinas. 

Bagian Kesatu 
Bentuk Perangkat Daerah 

BAB TI 
BENTUK, NOMENKLATUR DAN TIPE PERANGKAT DAERAH 

5. Dinas adalah Dinas Perumahan dan Kawasan Permuk:iman 
Kabupaten Wakatobi. 

6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan 
Permukiman Kabupaten Wakatobi. 

7. Unit Pelaksana Teknis Daerah, yang selanjutnya disingkat UPfD 
adalah unsur pelaksana teknis dinas yang melaksanakan kegiatan 
teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu 
lingkup Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten 
Wakatobi. 

8. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi 
dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang 
berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu. 

9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri 
Sipil yang diberi hak dan kewenangan secara penuh oleh Pejabat 
yang berwenang sesuai dengan keahliannya diluar jabatan 
struktural. 

10. Sub Koordinator adalah Pejabat Fungsional yang ditunjuk 
berdasarkan Surat Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian 
untuk melaksanakan tugas sesuai Peraturan Perundang 
undangan. 
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Pasal 7 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, 
Dinas menyelenggarakan fungsi: 
a. perumusan kebijakan teknis di bidang perumahan dan kawasan 

permukiman; 
b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di 

bidang perumahan dan kawasan permukiman; 
c. pembinaan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perumahan dan 

kawasan permukiman; 
d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan 

pemerintahan Daerah di bidang perumahan dan kawasan 
permukiman; 

e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perumahan dan 
kawasan permukiman; 

f. pelaksanaan administrasi Dinas; dan 
g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan 

fungsi Dinas. 

Pasal 6 
Dinas mempunyai tu.gas membantu Bupati melaksanakan urusan 
pemerintahan di bidang perumahan dan kawasan permukiman yang 
menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan 
kepada Daerah. 

Pasal 5 
(1) Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang 

perumahan dan kawasan permukiman yang menjadi kewenangan 
Daerah. 

(2} Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan 
bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. 

Bagian Kesatu 
Kedudukan Organisasi 

BAB Ill 
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI 

(2) Penentuan tipe Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
berdasarkan hasil pengukuran intensitas penyelenggaraan urusan 
pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman. 

(3) Penentuan intensitas penyelenggaraan urusan pemerintahan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan berdasarkan 
ketentuan Peraturan Perundang-undangan. 
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Pasal 10 

(1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, 
mempunyai tugas melaksanakan perencanaan umum dan 
anggaran, pemantauan dan evaluasi, ketatausahaan, kepegawaian, 
keuangan, kearsipan, penataan organisasi dan tata laksana, 
koordinasi penyusunan perundangan-undangan, pengelolaan 
barang milik daerah dan kerumahtanggaan Dinas. 

(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), dipimpin oleh 
Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada 
Kepala Dinas. 

Bagian Kedua 
Sekretariat 

Pasal 9 
Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat ( 1) huruf a, 
mempunyai tugas memimpin, membina, mengoordinasikan, 
merencanakan serta menetapkan kebijakan dan program strategis, tata 
kerja dan mengembangkan semua urusan perumahan dan kawasan 
permukiman serta bertanggung jawab atas terlaksananya tugas dan 
fungsi Dinas. 

Bagian Kesatu 
Kepala Dinas 

BAB IV 
TUGAS DAN FUNGSI 

Pasal 8 
( 1} Susunan Organisasi Dinas, terd.iri atas: 

a. Kepala Dinas; 
b. Sekretariat; 
c. Bidang Perumahan; 
d. Bidang Permukiman; 
e. Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan 
f. Kelompok Jabatan Fungsional. 

(2) Bagan Struktur Organisasi Dinas sebagaimana tercantum dalam 
Lampiran Peraturan Bupati ini. 

Bagian Kedua 
Susunan Organisasi 
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Pasal 14 
(1) Bidang Perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) 

huruf c, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan perencanaan 
perumahan, pengembangan dan pembangunan perumahan serta 
pemanfaatan dan pengendalian perumahan. 

Bagian Ketiga 
Bidang Perumahan 

Pasal 13 
( 1) Sub Bagian Program, Keuangan dan Perlengkapan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas 
melaksanakan pengoordinasian penyusunan program, evaluasi dan 
pelaporan program, penyusunan anggaran, penatausahaan 
keuangan, perbendaharaan, verifikasi, pelaporan dan 
pertanggungjawaban keuangan serta pelaksanaan urnsan 
pengelolaan barang dan aset Dinas. 

(2) Sub Bagi.an Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 12 ayat ( 1) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan urusan 
ketatausahaan, surat menyurat dan kearsipan, kehumasan dan 
protokoler, rum.ah tangga, administrasi kepegawaian, 
ketatalaksanaan, pendidikan dan pelatihan aparatur serta hukum 
clan perundang-undangan. 

( 1) Sekretariat, terdiri dari: 
a. Sub Bagian Program, Keuangan dan Perlengkapan; 
b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. 

(2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh 
Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab 
kepada Sekretaris. 

Pasal 12 

Pasal 11 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 O 
ayat ( 1), Sekretariat menyelenggarakan fungsi: 
a. pengoordinasian penyusunan rencana, program, anggaran di bidang 

perumahan dan kawasan permukiman; 
b. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi 

ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kernmahtanggaan, kerja 
sama, hubungan masyarakat, kearsipan dan dokumentasi; 

c. pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana; 
d. pengoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan; 
e. pengelolaan barang milik daerah/kekayaan daerah; dan 
f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai 

dengan tugas dan fungsinya. 
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Pasal 17 

( 1) Bidang Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat ( 1) 
huruf d, mempunyai tugas melaksanakan pendataan, perencanaan, 
pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan 
permukiman kumuh serta pemanfaatan dan pengendalian kawasan 

Bagian Keempat 
Bidang Permukiman 

Pasal 16 
Susunan organisasi Bidang Perumahan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 14, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional. 

Pasal 15 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, 
Bidang Perumahan menyelenggarakan fungsi: 
a. perumusan rencana kerja bidang perumahan yang meliputi 

penyediaan dan pembiayaan rumah umum, rumah khusus, rumah 
negara, rumah komersil, rumah swadaya, rumah korban bencana 
dan rumah terkena relokasi program pemerintah; 

b. perumusan kebijakan teknis bidang perumahan meliputi 
penyediaan rumah umum, rumah khusus, rumah negara, dan 
rumah komersil, rumah swadaya, rumah korban bencana dan 
rumah terkena relokasi program pemerintah; 

c. pelaksanaan survey, pendataan, identifikasi penyediaan rumah 
umum, rumah khusus, rumah negara, dan rumah komersil, rumah 
swadaya, rumah korban bencana dan rumah terkena relokasi 
program pemerintah; 

d. pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan pembinaan perencanaan 
program perumahan dan administrasi kerja sama dengan 
pengembang dan kemitraan; 

e. pelaksanaan penyediaan, bantuan dan pembiayaan bidang 
perumahan; 

f. pemantauan dan evaluasi penyediaan dan pembiayaan bidang 
perumahan; 

g. pemantauan dan evaluasi pemberdayaan, bantuan dan pembiayaan 
rumah swadaya; 

h. pelaksanaan pemantauan, penertiban izin sertifikasi kepemilikan 
bangunan Gedung dan penertiban izin pembangunan perumahan; 

1. pelaksanaan pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan 
kegiatan bidang perumahan; dan 

J. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuar 
dengan tugas dan fungsinya. 

(2) Bidang Pernmahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin 
oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab 
kepada Kepala Dinas. 
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Pasal 19 
Susunan organisasi Bidang Permukiman sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 17, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional. 

Pasal 18 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 7, 
Bidang Permukiman menyelenggarakan fungsi: 
a. perumusan rencana kerja bidang kawasan permukiman meliputi 

penyediaan Kawasan permukiman serta prasarana, sarana dan 
utilitas umum; 

b. penyiapan bahan analisis teknis dan penyusunan rencana 
penyediaan prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan dan 
kawasan permukiman; 

c. penyiapan bahan perumusan kebijakan pelaksanaan penyediaan 
prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan dan kawasan 
pennukiman; 

d. pelaksanaan survei, pendataan, identifikasi Kawasan pennukiman 
kumuh dan penyediaan prasarana, sarana dan utilitas umum; 

e. pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan pembinaan bidang kawasan 
permukiman meliputi penyediaan Kawasan permukiman serta 
prasarana, sarana dan utilitas umum; 

f. pengelolaan data dan infonnasi spasial bidang pennukiman; 
g. penyediaan Kawasan permukiman serta prasarana, sarana dan 

utilitas umum; 
h. penataan bangunan dan lingkungan hunian; 
1. pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan 

permukiman kumuh; 
j. pemanfaatan dan pengendalian kawasan pennukiman; 
k, penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan 

bidang penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas um.um perumahan 
dan Kawasan pennukiman; 

l. pelaksanaan teknis rekomendasi izin penyelenggaraan Kawasan 
permukiman kumuh; dan 

m. pelak:sanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai 
dengan tugas dan fungsinya. 

pennukiman, penyiapan perumusan kebijakan dan pelaksanaan 
kebijakan di bidang prasarana, sarana dan utilitas umum, 
perumahan dan kawasan pennukiman, perencanaan teknik, 
penyusunan standar dan pedoman, pelaksanaan bantuan di 
bidang prasarana, sarana clan utilitas umum pen.unahan clan 
kawasan pennukiman serta pemantauan dan evaluasi di bidang 
prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan dan kawasan 
permukiman tingkat Daerah. 

(2) Bidang Pennukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin 
oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab 
kepada Kepala Dinas. 
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Pasal 23 
{ 1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

16 dan Pasal 19, terdiri dari sejumlah Aparatur Sipil Negara dalam 
jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok 
sesuai bidang keahliannya. 

(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dipimpin oleh koordinator pelaksana fungsi pelayanan fungsional 
dan dibantu oleh sub-koordinator sesuai dengan ruang lingkup 
bidang tugas dan fungsi jabatan pimpinan tinggi pratama. 

(3) Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan 
tugas koordinasi penyusunan rencana, pelaksanaan dan 
pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pada satu 

Pasal 22 
Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan 
sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing berdasarkan 
ketentuan Peraturan Perundang-undangan. 

Pasal 21 
Pada unit kerja Dinas dapat dibentuk sejumlah kelompok jabatan 
fungsional sesuai dengan kebutuhan dan berdasarkan ketentuan 
Peraturan Perundang-undangan. 

Bagian Keenam 
Kelompok Jabatan Fungsional 

Pasal 20 

(1) Unit Pelaksana Teknis Daerah adalah unsur pelaksana teknis Dinas 
secara operasional di lapangan. 

(2) Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah berada di bawah dan 
bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. 

(3) Klasifikasi UPfD terdiri atas: 

a. UPI'D Kabupaten Kelas A untuk mewadahi Beban Kerja yang 
besar dengan jumlah Behan Kerja 10.000 a tau lebih jam kerja 
efektif per tahun; 

b. UPI'D Kabupaten Kelas B untuk mewadahi Beban Kerja yang 
kecil dengan jumlah Behan Kerja antara 5.000 sampai dengan 
kurang dari 10.000 jam kerja efektif per tahun. 

(4) Pembentukan UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1} 
ditetapkan dengan Peraturan Bupati setelah dikonsultasikan secara 
tertulis kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat. 

Bagian Kellina 
Unit Pelaksana Teknis Daerah 
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Pasal 27 
Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Pejabat Fungsional 
wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab 
kepada atasannya masing-masing dan menyampaikan laporan berkala 
tepat pada waktunya. 

Pasal 25 

Kepala Dinas wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing 
masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah 
yang diperlukan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 

Pasal 26 
Kepala Dinas, memimpin dan mengoordinasikan bawahannya masing 
masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk terhadap 
pelaksanaan tugas bawahannya. 

Pasal 24 
( 1) Dalarn melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi dan 

kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, 
integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing 
maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah 
serta dengan instansi lain diluar Pemerintah Daerah sesuai dengan 
tugas masing-masing. 

{2) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris dan Kepala 
Bidang menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi 
baik internal maupun antar unit organisasi lainnya sesuai dengan 
tugas masing-masing. 

(3) Setiap pemimpin satuan organisasi di lingkungan Pemerintah 
Daerah wajib melaksanakan pengawasan melekat. 

BABV 
TATAKERJA 

kelompok substansi pada masing-masing pengelompokan uraian 
fungsi. 

{4) Sub-koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat {2) 
melaksanakan tugas membantu koordinator dalam penyusunan 
rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, 
serta pelaporan pada satu kelompok substansi pada masing-masing 
pengelompokan uraian fungsi. 

(5) Koordinator dan sub-koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat 
(3) dan ayat (4) ditetapkan oleh pejabat pembina kepegawaian atas 
usulan pejabat yang berwenang. 

(6) Ketentuan mengenai pembagian tugas koordinator dan sub 
koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) 
ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 
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Pasal 33 
(1) Kepangkatan, pengangkatan dan pemberhentian da)am jabatan 

struktural di lingkungan Dinas, berpedoman pada Peraturan 
Perundangan-undangan yang berlaku. 

(2) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul 
Sekretaris Daerah. 

(3) Kepala Dinas merupakan jabatan eselon lib atau jabatan pimpinan 
tinggi pratama. 

(4) Sekretaris Oinas merupakan jabatan eselon Illa atau jabatan 
administrator. 

(5) Kepala Bidang lingkup Dinas merupakan jabatan eselon IIIb atau 
jabatan administrator. 

BAB VI 
KEPANGKATAN,PENGANGKATAN,ESELONISASIDAN 

PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN 

Pasal 32 

Atas dasar pertimbangan daya guna dan basil guna masing-masing 
pejabat dalam lingkungan Pemerintah Daerah dapat mendelegasikan 
kewenangan tertentu kepada pejabat dibawahnya sesuai dengan 
ketentuan yang berlalru. 

Pasal 31 
(1) Dalam hal Kepala Dinas berhalangan, Sekretaris melaksanakan 

tugas-tugas Kepala Dinas sesuai dengan perundang-undangan yang 
berlaku. 

(2) Dalam hal Sekretaris berhalangan sebagai pelaksana Kepala Dinas 
dapat menunjuk Kepala Bidang yang membidangi tugas instansi 
tersebut untuk mewakili Kepala Dinas. 

Pasal 30 
Dalam melaksanakan tugas, Kepala Dinas dibantu oleh Kepala Satuan 
Organisasi bawahannya dan dalam rangka pemberian bimbingan 
kepada bawahannya wajib mengadakan rapat berkala. 

Pasal 29 
Dalam menyampaikan laporan, tembusan wajib disampaikan pula 
kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai 
hubungan kerja. 

Pasal 28 
Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Dinas dari bawahannya, wajib 
diolah dan digunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih 
lanjut dan untuk memberikan petunjuk teknis kepada bawahannya. 
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BERITA DAERAH BUPATEN WAKATOBI TAHUN 2022 NOMOR 

Diundangkan di Wangi-Wangi 
pada tanggal b - 4 - 2022 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAKATOBI, 

~l-/4N .......... -----~ ... ,~ ...... ,..-------11 ---,.--------------~;.._. __ ~ 

Ditetapkan di Wangi-Wangi 
pada tanggal b - 1- 2022 

..-~------~--~~----~~ PAP~F KOO~lllNASI i 

· DJB~ilT /SATU.~N to\ERJ .. ~.( o . .:..~AF\ 
1 se,{?reb~ ~ r~ 

4s. ·~fvt ABmc·~~;~mwn 
• -- ---·i-H-~...-.i 

3 ~ Huf;«~----·-~---_,...~....,. 

Pasal 35 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 
Kabupaten Wakatobi. 

Pasal 34 

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 
4 7 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, 
Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 
Kabupaten Wakatobi (Berita Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2016 
Nomor 4 7}, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

BAB VII 
KETENTUAN PENUTUP 

(6} Kepala Sub Bagian lingkup Dinas merupakan jabatan eselon IVa 
atau jabatan pengawas. 

(7) Pejabat eselon Ill atau jabatan administrator dan eselon IV atau 
jabatan pengawas di lingkungan Dinas diangkat dan diberhentikan 
oleh Bupati atas usul Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah. 

(8} Formasi dan persyaratan jabatan pada Dinas berdasarkan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
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BUPATI WAKATOBI, 

I KEPALA DINAS 

I SEKRETARIS 

' I 
KELOMPOK JABATAN 

FUNGSIONAL l ' I I I • • I I I 
llf~ fJ ~• I I It J 
• I I I "l -li" .i I f I I I I SUBBAGJAN SUB&\GIAN ... a.• .. • I 

PROGRAM UMUMDAN 
KEUANGAN DAN KEPEGAW AIAN 
PERLENGKAPAN 

I 
BID ANG BID ANG 

PERUMAHAN PERMUKIMAN 

I 
I 

KEWMPOK JABATAN KELOMPOK JABATAN 

FUNGSIONAL FUNGSIONAL 

I I I 1 -1 I I I 
-,.- • --,.- I. I • I I 

. 
UPfD .... ~ 

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERUMAHAN DAN 
KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN WAKATOBI 

LAMPI RAN 
PERATURAN BUPATI WAKATOBI 
NOMOR '"" TAHUN 2022 
TENTANG 
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA 
KERJA DINAS PERUMAHAN DAN 
KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN 
WAKATOBI 
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